QANUN KABUPATEN ACEI SINGKIL
NOMOR 23 TAHUN 2002

TENTANG

- PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEII SINGKIL

DENGAN RAIIMAT ALLAH SUBHANAIIU WATA'ALA

BUPATI ACEIl SINGKIL

profesional,

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tcnlanb Zona Ekonomi Eksklusif
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tqmbahan Lembaran Negara

Nomor 3260);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3209);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang  Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3647);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Acch Singkil (Lembaran Necgara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3827);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (cntang Pcmerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaman Negara

Nomor 3839);

”

Menimbang . a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
Tentang  Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun
2000 tentang Organisasi Pcrangkat Dacrah, perlu dilakukan penyusunan dan
penyesuaian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan
Kelautan  Kabupaten  Acch  Singkil yang scsuai dengan potensi dan
kebutuhan Dacrah, yang mampu mengakomodasikan pelaksanaan Otonomi
Dacrah dengan wewcenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab sccara

- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Dacrah
Otonomi Provinsi Acch dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra
Utara (Lembaran Ncgara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran




Undang-undang Nomor 44 Taksn 1999 (cntang Pcnyclenggaraan
Keistimewaan Propaast Decrah isimewa Acch (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

Pcraturan Pemenntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai Daerah Otonom (Lembaran
Ncgara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 3952).

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pecdoman Organisasi
Pcrangkat Dacrah ( Lembaran Negara Nomor 165 tahun 2000 ).

Dengan Persctujuan

AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN
DAN KELAUTAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

PPasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan ;

a. Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;

b. Bupati adalah Bupati Acch Singkil;

¢. Decwan Perwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Acch Singkil

d. Dinas Pcrikanan dan Kelautan Kabupaten adalah Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Acch Singkil;

¢. Kcpala Dinas adalah Kcpala Dinas Kclautan dan Perikanan Kabupaten
Acch Singkil;

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Kclautan dan Perikanan Kabupaten merupakan unsur pclaksana
Pemerintah Kabupaten;

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten dipimpin olch scorang Kepala
yang berada dibawah dan berlanggungjawab kepada Bupati melalui
Sckretaris Dacrah.,

BAB 11
TUGAS

Pasal 3

Dinas Kclautan dan Perikanan Kabupaien Aceh Singki! mempunvai tugas
melaksanakan kewenangan Otoromi Daerzh df bidang kelautan dan perikanan.
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BAB IV
FUNGSI

Pasal 4

menycienggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas
* dan Perikanan Kabupaten mempunyat fungsi :

kebijaksanaan tekhnis di bidang Kclautan dan Pecrikanan

& Pembenizn perizinan dan pclaksanaan pelayanan umum;

< ' teradap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di
awlan dan Perikanan Kabupaten;
d .7 urusan Ketatausahaan Dinas,

BADB V
KEWENANGAN

Pasal 5

ana fungsi scbagaimana dimaksud pada pasal 4, Dinas
Perixanan Kabupaten Acch Singkil mempunyai kewenangan

xcbijakan dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi scrta
¢ wilayah laut kewenangan Kabupaten;

an izin  usaha dan pengawasan  pembudidayaan, hatchery,
x2pan dan pengangkutan ikan di darat dan perairan laut kecuali

o t2an dan pengelolaan perairan di darat dan perairan laut;
W Feactapen kebijakan  dan pengawasan - cksplorasi, konscvasi dan
laan kekayaan laut scbatas wilayah laut Kewenangan Kabupatcen; ‘

3 berian izin dan pengawasan pcmasangan rumpun di wilayah perairan

i2gan Kabupaten;
i 'gunan dan pengelolaan tempat pelclangan ikan;
& gunan dan pengelolaan pangkalan dan pendaratan ikan;
3 Sinaan pemukiman nclayan;
i Pemetapan sertifikasi mutu dan sarana pcrikana}i;

"dalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan;

11zi dan pengawsan terhadap pengelolaan hasil perikanan;

5]

aan dan pengawasan pesisir pantai, hutan bakau dan terumbu
lingkup kabupaten dan pulau-pulau kecil:

2tan benda berharga dard kapal tenggelam dalam perairan laut
ywah Kewenangan kabupaten:

n kebijakan untuk mendukung pembansunan bidang kelautan dan

—
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<lenggaraan dan pengawasan standard
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g. Sub Dinas Pcrikanan Laut, membewaiiian -
1) Scksi Bina Usaha dan Penangicmpam
2) Scksi Sarana dan Prasarana Ponkanas;
3) Scksi Tekhnologi dan Produkst;
4) Scksi Plasma dan Suaka Penkanan

h. Cabang Dinas DIKLAT, membawahkan :
I. Sckst DIKLAT dan Kcterampilan;
2. Scksi Tenaga dan Sarana;
3. Scksi penyuluhan.

1. Cabang Dinas;

J. Unit Pclaksana Teknis Dinas ( UPTD );

k. Kclompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pcrikanan dan Kclautan Kabupaten
Acch Singkil scbagaimana terlampir.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian
tugas Dinas;

(2) Jumlah tcnaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban
kerja Dinas;

(3) Pengangkatan terhadap tcnaga fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8
(1) Kepala Dinas dan Wakil Kcepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh

Bupati;

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kepala
Seksi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan diangkat dan
diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas pelimpahan
wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas,

BAB IX
TATA KERJA
Pasai 9

(1) Semua Unit Kerja di lingkungan Dinas dalam meclaksanakan tugasnva
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi:



(2) Kcpala Dinas dalam mchksambzn tugasnya melakukan koordinasi

(1) Sctiap Pimpinan Unit Kega di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
berkewajiban memimpin  bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan bagi pclaksanaan tugas bawahan;

(2) Apabila kcpala Dinas Kelautan dan Pcrikanan berhalangan menjalankan
tugasnya, maka Kepala Dinas harus menunjuk scorang pegawai untuk
mclaksanakan tugas Kepala Dinas Kclautan dan Perikanan  dengan
mempedomant Daftar Urut Kcepangkatan dan melaporkannya kepada
Bupati melalui Sckretaris Dacral Kabupalten.

Pasal 11
(1) Setiap Unit Kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan ~ wajib
mclaporkan pelaksanaan tugas sccara berkala kepada atasan;

(2) Setiap laporan yang ditcrima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan pctunjuk kepada bawahan;

(3) Sectiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada Pejabat lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. :

BAB X
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

(1) Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas  Pertanian diatur
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengalihan jenis kepegawaian discsuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku,

BAB X1
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas di

bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) serta
sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat,



BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Sclama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksana dari Qanun ini, scmua
p Y

ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan Qanun ini.

" BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan kemudian dengan

peraturan pelaksananya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

Pasal 16

Dengan berlakunya Qanun ini maka scmua ketentuan yang bertentangan
dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Agar sctiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh
Singkil.

Disahkandi : Singkil.
Pada tangpal - 27 Mei 2002

BUPATI ACEH SINGKIL
Cap/Dio.

. MAKKMURSYAH PUTRA, SH

Diundangkan Dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Acch Singkil
Nomor 23 Tahun 2002 Scri D Nomor 10
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